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'ANGGARAN DAERAH
" BELANJA PEMDA 50%

MESKI semp

at lelet diawal tahun, pemerintah mengklaim

kinerja penyerapan anggaran di-daerah kini sudah mulat
membaik. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri,
rata- rata penyerapan anggaran di daerah sampal dengan
Oktober 2015 sudah di atas 50%, Untuk penyerapan
anggaran daerah di level provinst misalnya, Mentert Dalam
Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, berdasarkan data yang
masuk ke kementeriannya sampal dengan Oktober inirata-
rata penyerapan anggarannya sudah mencapai 54%.

Sementara, untuk level kabupaten, penyerapan anggaran
daerah mencapat 50%. “Daerah sudah berkomitmen; dan
merasa yakin, nanti penyerapan anggaran akan semakin
baik,” katanya, kemarin. :

Menteri Koordinator Bidang

(Menko Polhukarn), Luhut pandjaitan menambahkan, agar

penyerapan anggaran di daera

Politik, Hukum dan Keamanan

h cepat, pemerintah lewat

Kantor Menko Polhukam, kepolisian

akan melakukan sosialisast penggunaan anggaran di daerah.

dan Kejaksaan Agung

$osialisast int dilakukan untu

k mengurangi ketakutan

pejabét daerah dalam melaksanakan anggaran.

Selain itu, kata Luhut, pemerintah juga akan meminta
aparat penegak hukum agar tidak buru-buru memperkarakan
pejabat daerah. Caranya, pemerintah melarang aparat
penegak hukum untuk memeriksa dugaan penyimpangan
penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah
sebelum. batas waktu 60 hari untuk mengklarifikast
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan
penyimpangan penggunaan anggaran terlewati.

“Polisi, jaksa, tidak boleh genit langsung panggll, kalau ada

yang memanggil, lapor!

kan, kami akan gasak mereka, kamt

cerius tangant ini kalau ada

yang mau main- main,” katanya.

Catatan saja, masalah klasik p
daerah hingga kini terus terjadi.
anggaran di daerah ini bisa terli
menganggur di daerah. Berdasa

Keuangan, sampal Oktober intjumlah dana yang mengendap

di daerah Rp232,3 trilun. (int) -

enyerapan anggaran di
Rendahnya penyerapan
hat dari besarnya dana
rkan data Kementerian




